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 Pertama, mengabulkan permohonan para pemohon untuk
sebagian.

 Kedua, menyatakan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tentang
Perubahan Atas UU 18/2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 No. 338,  Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5619) bertentangan secara bersyarat
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan
Mahkamah dalam putusan ini. 

 Ketiga, menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya. 

 Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Obyek uji materi terkait frasa “zona” pada Pasal 36C ayat
(1) dan (2), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1) 
UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

PUTUSAN
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 3.12 ... Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan oleh
negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam
wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI, 
khususnya melalui sistem zona, haruslah dipandang sebagai solusi sementara
yang hanya dapat dilakukan dalam keadaaan-keadaan tertentu.

 Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, "Dalam hal tertentu, dengan
tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat dilakukan pemasukan Ternak
dan/atau Produk Hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang 
telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk
Hewan". Penjelasan Pasal 36E ayat (1) menjelaskan, "Yang dimaksud dengan
"dalam hal tertentu" adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat bencana, 
saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.“ 

 Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam penggunaan sistem zona ketika
negara memasukan Produk Hewan ke dalam wilayah NKRI, sehingga secara a 
contrario harus dimaknai bahwa tanpa terpenuhinya syarat tersebut, 
pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara atau dengan sistem
zona ke dalam wilayah NKRI adalah inkonstitusional.

 3.13 Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem zona
dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun khususnya terhadap pemasukan
Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merumuskan "zona dalam suatu negara" 
haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), 
yaitu sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf 3.12.
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1. Bagaimana merumuskan syarat “keadaan
mendesak” agar bisa operasional tanpa beda
tafsir?

2. Lembaga (baca: organisasi) mana yang 
diserahi menentukan syarat “keadaan
mendesak” terpenuhi?

3. Bagaimana status sisa izin impor daging
kerbau dari India sebesar 21 ribu ton oleh
Bulog?

4. Bagaimana memastikan keamanan
maksimum pemasukan Ternak dan Produk
Hewan ketika Otoritas Veteriner belum ada?

5. Bagaimana memastikan impor Ternak dan
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RUMUSAN “KEADAAN MENDESAK”
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 Penjelasan Pasal 36E (1) UU 41/2014 merinci “dalam hal tertentu” adalah “keadaan

mendesak, antara lain, akibat bencana & saat masyarakat membutuhkan pasokan

Ternak atau Produk Hewan”.
 Pasal 3 & 5 PP 4/2016 membedakan “dalam hal tertentu” antara Ternak dan Produk

Hewan. Ternak mencakup: “akibat bencana dan/atau perlunya cadangan stok Ternak untuk
stabilisasi pasokan dan/atau harga”.  Produk Ternak mencakup: “akibat bencana, 
kurangnya ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan
mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional”.
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INIKAH MAKSUD “KEADAAN MENDESAK”?
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 Pasal 3 & 5 PP 4/2016 membedakan “dalam hal tertentu” antara Ternak dan Produk

Hewan. Ternak mencakup: “akibat bencana dan/atau perlunya cadangan stok Ternak untuk
stabilisasi pasokan dan/atau harga”.  Produk Ternak mencakup: “akibat bencana, kurangnya
ketersediaan daging, dan/atau tingginya harga daging yang memicu inflasi dan
mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional”.

 Mendesak versi KBBI: 1 mendorong dg tubuh; 2 menyesak hingga pihak lawan dsb mundur; 
3 meminta (menganjurkan dsb) dengan sangat; 4 memaksa untuk segera dilakukan

(dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dsb); 5 hampir
habis waktunya; 6 berdesak; 

PERTANYAAN

 Apakah semua bencana bisa menjadi alasan pemasukan Ternak
dan/atau Produk Hewan?

 Seberapa besar “cadangan stok Ternak” yang dibutuhkan agar 
pasokan dan/atau harga daging stabil?

 Saat ini produksi domestik baru mencukupi 74% kebutuhan
nasional. Apakah ini makna “kurangnya ketersediaan daging”?

 Berapa nilai riil “tingginya harga daging yang memicu inflasi”? 
Apakah mengacu kepada harga acuan (Permendag 63/2016)?

 Syarat-syarat ini harus didefinisikan ulang agar operasional.
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HARGA ACUAN DAGING SAPI
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PENJUALAN PER EKOR SAPI
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DAGING SAPI PEMICU INFLASI?
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Sejak 2014 atau sejak ada UU 41/2014, daging sapi tidak pernah
masuk dalam 20 komoditas (pangan dan non-pangan) penyumbang
inflasi terbesar.
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 Kementerian/Lembaga mana yang punya otoritas
menentukan "bencana", “cadangan stok Ternak” agar 
pasokan dan/atau harga daging stabil, “kurangnya
ketersediaan daging”, dan nilai riil “tingginya harga daging
yang memicu inflasi” sebagai syarat mendesak
pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan? 

 Tanpa kejelasan ini akan membuat syarat mudah
diselewengkan.

LEMBAGA PENENTU “KEADAAN 
MENDESAK”
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STATUS SISA IZIN IMPOR BULOG
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 Tahun 2016, Bulog diberi izin
impor daging kerbau India 70 
ribu ton. Wilayah pemasaran
Jobodetabek. Sampai akhir
2016, impor terealisasi 49 ribu
ton. 

 Apakah sisa izin impor Bulog
sebesar 21 ribu ton sudah
memenuhi syarat “keadaan
mendesak, antara lain akibat
bencana, saat masyarakat
membutuhkan pasokan Ternak
dan/atau Produk Hewan“? 

 Atau izin impor saat itu untuk
menindaklanjuti permintaan
Presiden Jokowi agar harga
daging di bawah Rp80 ribu/kg?

 Per 14 Februari 2017, Mendag
meminta Bulog memperluas
pemasaran di luar Jabodetabek
untuk stabilisasi harga & 
pasokan daging.
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KEBERADAAN OTORITAS VETERINER
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•Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dilakukan Otoritas Veteriner. Saat ini Otoritas
Veteriner belum ada . PP 3/2017 tentang Otoritas Veteriner baru terbit pada 20 
Januari 2017.

•Otoritas Veteriner memegang peran penting, terutama membuat kesepakatan
persyaratan teknis Kesehatan Hewan dengan negara lain, penetapan tingkat
perlindungan yang dapat diterima, penetapan analisis risiko penyakit hewan
terhadap pemasukan Hewan dan Produk Hewan ke wilayah NKRI, penetapan
persyaratan kesehatan hewan untuk Hewan dan Produk Hewan yang masuk ke
wilayah NKRI, dan pemberian rekomendasi persetujuan untuk pertama kali 
terhadap negara, zona dalam suatu negara, dan unit usaha asal Hewan dan
Produk Hewan kepada Menteri (butir2 Pasal 6 (2) PP 3/2017).

•Ketika Otoritas Veteriner belum ada, bagaimana menjamin keamanan itu semua? 
Kementerian/Lembaga manakah yang mengambil-alih kewenangan di masa
transisi ini?

•Ketika Otoritas Veteriner belum ada, bagaimana status kebijakan berbasis zona
yang sudah dibuat pemerintah? Ketika kebijakan zona diteruskan tahun ini, 
bagaimana pula statusnya?

•Di Pasal 96 UU 18/2009 disebutkan, "ketentuan praktik kedokteran hewan dan
ketentuan veteriner yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini akan
diatur tersendiri dengan undang-undang". Tapi di Pasal 68E UU 41/2014, Otovet
dan Siskeswanas diatur lewat PP.
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WEWENANG OTORITAS VETERINER
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MITIGASI DAMPAK IMPOR PADA PETERNAK
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 Peternakan sapi domestik ditekuni peternak rakyat dengan
teknologi tradisional, skala kecil dan rentan. Mereka
memerlukan perlindungan

 Pemasukan daging kerbau tanpa tulang dari India dipastikan
berdampak pada harga, pasar domestik dan daya saing
peternak domestik.

 Harga daging kerbau India yang murah, kurang dari setengah
harga daging sapi Australia, membuat produk daging sapi
domestik sulit bersaing. Bukan hanya peternak, pengusaha
yang bergerak di industri daging sapi pun terancam gulung tikar. 

 Di Filipina, akibat impor daging kerbau dari India, dari 220 
peternakan sapi potong teregistrasi di negara itu awal 1990-an, 
kini tinggal 7. Di Sabah, Malaysia, di awal 1990-an biasa
menyembelih sapi tiap 3 minggu kini berhenti setelah daging
India masuk (Naipospos, 2016).

 Apa skema yang disiapkan pemerintah untuk memitigasi agar 
dampak buruk ini tidak terjadi? Jika skema perlindungan tidak
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PROFIL USAHATANI SAPI 
POTONG
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• Jumlah peternak: 4,6 juta rumah tangga, dengan skala 
kepemilikan 2-3 ekor, 98% skala rumah tangga & ternak sebagai 
tabungan; 2% industri;
– Jarak melahirkan (calving interval) 18 -21 bulan (ideal: 14 -16)
– Angka kebuntingan (conception rate): 56% (ideal: 70%)
– Angka kematian pedet cukup tinggi: sekitar 5-10%
– Kebijakan IB menggunakan semen simental dan limosin
mengakibatkan populasi ternak lokal yg telah beradaptasi dg 
lingkungan Indonesia menurun, terutama di Pulau Jawa.
• Kinerja produksi & reproduksi: Adopsi teknologi IB, pakan dan
kesehatan hewan belum berkembang penuh, hanya 35% dari
betina produktif.
• Peternak kecil menguasai pangsa produksi 80%, industri sebesar
20%.
• Struktur ini tidak ideal karena sapi bakalan dan sapi siap potong
yang ada di peternak berupa stok pasif/tidak responsif permintaan
pasar. Di sisi lain, pasar menuntut pasokan sapi secara kontinyu
sepanjang tahun.
• Struktur seperti ini tak akan mampu mencukupi kebutuhan
konsumsi daging sapi nasional, karena diperlukan populasi sapi
yang sangat besar.
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RUMAH TANGGA SAPI POTONG
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Menuruk pertimbangan
MK, pemasukan
Produk Hewan ke
wilayah NKRI, 
khususnya lewat sistem
zona, adalah solusi
sementara yang hanya
dapat dilakukan dalam
keadaan tertentu. 

Apa yang telah
disiapkan atas solusi
sementara ini? 
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